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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan praktik pengembalian Down
Payment (DP) dalam pembatalan transaksi jual beli di Indonesia. Dalam transaksi jual
beli, Down Payment (DP) sering digunakan sebagai tanda keseriusan pembeli dan
jaminan awal yang mengikat kesepakatan antara pembeli dan penjual. Namun, ketika
terjadi pembatalan transaksi, kewajiban pengembalian Down Payment (DP) seringkali
memunculkan permasalahan hukum yang kompleks.
Studi ini mengeksplorasi akibat hukum dari pembatalan transaksi terhadap kewajiban
pengembalian Down Payment (DP) serta penalaran hakim dalam beberapa putusan
pengadilan terkait kasus ini. Selain itu, penelitian ini juga menelaah penerapan asas
keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Down Payment
(DP) dan memberikan tinjauan konstitusionalitas penerbitan peraturan terkait.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif
dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, teori-teori hukum yang relevan, serta
putusan-putusan pengadilan yang berkenaan dengan pengembalian Down Payment
(DP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas dalam ketentuan
pengembalian Down Payment (DP) yang berdampak pada kepastian hukum dan
keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.
Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun
regulasi yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum mengenai
pengembalian Down Payment (DP) guna mendukung sistem ekonomi yang
berlandaskan Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
referensi bagi para praktisi hukum dan akademisi dalam memahami dan
mengembangkan kebijakan terkait pengembalian Down Payment (DP) yang lebih adil
dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Uang Muka, pembatalan transaksi, pengembalian, hukum kontrak,
asas keadilan, peraturan.



ABSTRACT

This study aims to analyze the policies and practices of returning Down Payments (DP)
in the cancellation of sales transactions in Indonesia. In sales transactions, Down
Payments (DP) are often used as a sign of the buyer's seriousness and as an initial
guarantee that binds the agreement between the buyer and the seller. However, when
the transaction is canceled, the obligation to return the Down Payment (DP) often
raises complex legal issues. This
study explores the legal consequences of transaction cancellations on the obligation to
return Down Payments (DP) as well as judicial reasoning in several court rulings
related to these cases. Furthermore, this study also examines the application of the
principle of justice in legislation governing Down Payments (DP) and provides a
constitutional   review   of   the   issuance   of   related   regulations.
The methodology used in this study is a normative juridical approach with an analysis
of applicable regulations, relevant legal theories, and court decisions regarding the
return of Down Payments (DP). The results of the study indicate that there is a disparity
in the provisions for returning Down Payments (DP), which impacts legal certainty
and justice for the parties involved in the sales transactions. This study provides
recommendations for policymakers to formulate regulations that are more equitable
and provide legal certainty regarding the return of Down Payments (DP) to support
an economic system based on Pancasila. Additionally, this study is expected to serve
as a reference for legal practitioners and academics in understanding and developing
policies related to the return of Down Payments (DP) that are fairer and more
sustainable.

Keywords: Down Payment (DP), transaction cancellation, return, contract law,
principle of justice, regulation.
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